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ABSTRAK 

Dalam mewujudkan kepastian hukum bagi setiap warga Negara Indonesia, salah satu 

profesi hukum yang sangat diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut adalah Notaris. 

Apabila seorang Notaris melakukan pelanggaran, hal ini menyebabkan tidak adanya 

kepastian hukum di Negara kita. Maka dari itu Menteri membentuk Majelis Pengawas 

Notaris sebagai pengawas notaris dalam menjalankan jabatannya yang dibagi menjadi 

tiga bagian yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis 

Pengawas Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Majelis 

Pengawas Notaris Pusat Notaris, serta bagaimana pengawasan yang dilakukan Majelis 

Pengawas Pusat Notaris terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang artinya penelitian 

ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang diteliti dari atau 

normatifnya. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Majelis 

Pengawas Pusat Notaris dalam pengaduan pelanggaran kode etik notaris yaitu dapat 

menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat 

banding terhadap penjatuhan sanksi serta dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian 

sementara. Dalam mengambil keputusan terkait pelanggaran Kode etik, Majelis 

Pengawas Pusat dapat menguatkan putusan dari Majelis Pengawas Wilayah serta 

mengubah atau membatalkan putusan Majelis Pengawas Wilayah dan dapat 

mengeluarkan putusannya sendiri. Untuk pengawasan yang dilakukan oleh Majelis 

Pengawas Pusat Notaris yaitu melakukan pengawasan kuratif, pengawasan ini akan 

berjalan apabila adanya pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris 

dari masyarakat. Pengawasan ini dilakukan sebagai penindak lanjutan dari Majelis 

Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah. 

 

Kata kunci: Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Pusat Notaris,         

Pelanggaran Kode Etik, Notaris. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang   

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang meletakkan 

hukum sebagai otoritas tertinggi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 sebagai dasar. Kedua landasan ini dapat memberikan dan 

menjamin perlindungan, kepastian, dan ketertiban hukum untuk setiap 

penduduk di Negara Indonesia. Agar terwujudnya perlindungan, kepastian, dan 

ketertiban hukum sangat memerlukan alat bukti tertulis yang sifatnya otentik 

untuk suatu perbuatan hukum yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.1 

Untuk melahirkan perlindungan, kepastian, dan ketertiban hukum untuk 

seluruh penduduk di negara Indonesia, salah satu profesi hukum yang 

diharapkan adalah notaris. Notaris sebagai pejabat publik, selaku salah satu 

profesi yang memiliki peran yang penting dikalangan masyarakat, terutama 

dalam hal memberikan kepastian hukum untuk masyarakat di tengah lalu lintas 

perbuatan hukum yang tidak terkendali dalam masyarakat-masyarakat di 

zaman modern. Didalam hukum positif di Indonesia,  Profesi Notaris diatur 

didalam UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada pasal 1 ayat (1) yang telah 

ditetapkan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana 

 
1Muhammad Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, 

Cetak Pertama UII Press, Yogyakarta 2017, Hlm.1. 
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dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang 

lainnya.”2  

Kewenangan utama Notaris adalah membuat akta otentik, lebih lanjut 

tentang akta otentik ini terdapat pada Pasal 1868 KUHPedata menyebutkan : 

“Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan 

oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum 

yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”3 

Notaris telah diizinkan oleh Undang-Undang untuk menerbitkan akta 

otentik sebagai Pejabat Publik. Dikarenakan Profesi Notaris ini langsung terjun 

ke masyarakat, dan sebagai peran penting untuk menerbitkan akta otentik 

tersebut. Profesi Notaris harus berakhlak baik, pekerja keras, mandiri, jujur, 

tidak memihak (adil) dan penuh tanggung jawab.4 Hal ini dikarenakan Notaris 

harus membuat percaya para pihak-pihaknya untuk menerbitkan suatu akta 

otentik. 

Notaris memiliki kewenangan-kewenangan yang telah ditetapkan didalam 

Pasal 15 UUJN, yang menjelaskan kewenangan Notaris dalam menerbitkan 

akta otentik tentang segala perbuatan hukum, perjanjian dan penetapan yang 

 
2UU RI No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris (UUJN). 
3Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
4Ratna Madyastuti, Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya 

Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris, Lex Renaissanne Jurnal, Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta Indonesia, No. 3 Vol.5, Juli,2020 Hlm 713. 
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telah diharuskan oleh Ketentuan peraturan perundang-undang yang 

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.5  

Notaris dalam menjalankan profesinya tentu perlu diatur agar tidak terjadi 

penyimpangan yang dilakukan oleh Notaris. Oleh karena itu, agar hal tersebut 

tidak terjadi Ikatan Notaris Indonesia yang biasa di singkat INI membuat Kode 

Etik Profesi Notaris sebagai patokan Notaris dalam berperilaku semasa 

jabatannya. Notaris harus mengupayakan untuk tunduk dan patuh terhadap 

Kode Etik Notaris ini. Kode Etik Notaris ini bukan hanya berlaku untuk notaris 

saja, melainkan juga berlaku untuk setiap anggota perkumpulan ataupun prang 

lain yang telah diberikan wewenang untuk menjalankan profesi Notaris baik 

dalam pelaksanaan jabatannya.6 

Kode Etik Notaris ini disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tahun 

2005 dan telah diperbarui pada tahun 2015. Ikatan Notaris Indonesia 

merupakan Organisasi perkumpulan Notaris yang memiliki tujuan untuk 

menegakkan kepastian hukum serta memelihara martabat jabatan Notaris agar 

menjadi pejabat umum yang adil dan sesuai dengan wewenangnya dan bebas 

dari penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan terciptalah 

kesejahteraan anggota-anggotanya.7 Organisasi Ikatan Notaris Indonesia 

membuat kode etik bagi para anggotanya agar terciptanya tujuan yang di cita-

citakan. 

 
5Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu. Sekarang dan Di 

Masa Datang, Hlm 193. 
6Ratna Madyastuti, op. cit. hlm 714. 
7Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia 
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Didalam Pasal 1 angka (2) Kode Etik Notaris menjelaskan bahwa:  

“Sekumpulan moral yang diperoleh dari Perkumpulan Ikatan Notaris 

Indonesia yang berasal dari Keputusan Kongres Perkumpulan yang telah 

ditetapkan didalam suatu peraturan undang-undang terkait hal-hal yang harus 

dipatuhi oleh setiap dan selurug anggota dari perkumpulan ini serta seluruh 

pihak-pihak yang melaksanakan tugas dari jabatan notaris tersebut, termasuk 

para Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti pada saat menjalankan 

jabatan.”8 

Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat didalam Kode Etik ini berupa 

tanggung jawab profesi notaris. Hal ini ada tiga yaitu kewajiban, larangan, dan 

pengecualian. Hal-hal tersebut yang didalam Kode Etik Notaris ini mesti ditaati 

oleh seluruh anggota perkumpulkan serta segala pihak-pihak yang menjalankan 

tugas dan wewenang jabatan selaku Notaris, serta Pejabat Sementara Notaris, 

Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.9  

Notaris dalam melaksanakan jabatannya akan diawasi dan dibina oleh 

Majelis Pengawas Notaris. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh 

Majelis Pengawas Notaris ini telah dijelaskan didalam UUJN lebih tepatnya 

didalam Pasal 67 ayat (1) yang menjelaskan bahwasanya Menterilah yang 

membentuk Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang yang di mulai dari 

Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan 

Majelis Pengawas Pusat (MPP) dalam melakukan pengawasannya.10 

Kedudukan Majelis Pengawas Notaris sebagai pengawas notaris masih 

belum jelas karena Majelis Pengawas Notaris bukan bagian dari pemerintah, 

 
8Kode Etik Notaris 
9Deva Apriza, Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang 

Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris, Jurnal Ilmiah Hukum 

Kenotariatan, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Palembang, 2018, Hlm 32. 
10E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum:Sebuah Pendekatan Religius, Storia Grafika, Jakarta, 

2001, Hlm 11. 
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tetapi juga bukan badan hukum, melainkan merupakan suatu badan yang 

memiliki kewenangan dan kewajiban memperhatikan Notaris dengan cara 

melakukan pengawasan dan pembinaan. Pembentukan Majelis Pengawas ini 

hanya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap notaris 

yang dalam jabatannya melakukan penyimpangan. Dengan perlindungan 

hukum ini, notaris akan takut dan merasa diawasi apabila melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan hukum.11 

Majelis Pengawas Notaris merupakan badan yang diperoleh agar 

mengawasi dan membina profesi Notaris dalam melakukan tindakannya, 

supaya notaris lebih berhati-hati dalam menjalankan jabatannya. Maka dari itu, 

Notaris yang melanggar Kode Etik ataupun UUJN, akan ditindak lanjuti oleh 

Majelis Pengawas Notaris dan dalam tindak lanjutan tersebut. Apabila terbukti 

Notaris melakukan penyimpangan, Majelis Pengawas Notaris akan 

memberikan sanksi kepada Notaris tersebut. 

Majelis Pengawas Notaris sebagai badan yang mengawasi perilaku notaris 

dalam melakukan pengawasannya memiliki faktor penghambat yang membuat 

pengawasannya dinilai lambat. Majelis Pengawas Notarus melaksanakan suatu 

pengawasan dalam berkala yaitu selama satu tahun sekali. Hal ini telah telah 

diatur didalam UUJN, dikarenakan jangka waktu yang kurang efisien dapat 

mempengaruhi proses tindak lanjut dari pengawasan itu sendiri. Dilihat dari 

 
11Henry Donald Lbn Toruan, Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis 

Kehormatan Notaris, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.20, No.3, September 2020, Hlm.457 
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jumlah Notaris dan setiap wilayah yang cukup besar juga menjadi faktor 

pemicu penghambat pengawasan ini.12 

Majelis Pengawas yang telah dijelaskan terdiri menjadi tiga bagian yaitu 

Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas 

Pusat, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya itu berbeda-beda 

menurut UUJN, namun mempunyai kesamaan yaitu tetap sama-sama 

melaksanakan pengawasan terhadap notaris berkaitan dengan tugas dan 

jabatannya.13 Sehingga Peran Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya, 

Majelis Pengawas Notaris mengharapkan agar Notaris dalam melakukan 

pelaksanaan kewenangannya yang telah diberikan oleh UUJN tidak 

menyimpang dari kewenangan yang telah ditetapkan oleh  ketentuan 

perundang-undangan.14 

Majelis Pengawas memiliki peran penting dalam upaya menegakkan Kode 

Etik Notaris dan UUJN. Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan 

pengawasannya terhadap Notaris yang menangani agar tidak terjadinya 

pelanggaran lebih tepatnya mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan 

kewenangan yang dilakukan oleh Notaris dalam tingkat Kota atau Kabupaten 

 
12Deva Apriza, op. cit. hlm 32. 
13Okta Jony Firmanzah, Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap 

Tugas dan Jabatan Notaris, Jurnal Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 

2011, Hlm 20. 
14Henry Donald Lbn Toruan, op. cit. hlm 436. 
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adalah Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah melakukan 

pengawasan dan pembinaan sesuai dengan UUJN.15 

Majelis Pengawas Daerah merupakan salah satu badan yang berwenang 

melakukan pengawasan terhadap kinerja Notaris di Daerah. Majelis Pengawas 

Daerah mendapatkan laporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran Kode 

Etik oleh Notaris, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70 huruf g UUJN, 

Majelis Pengawas Daerah Notaris memiliki tugas, apabila masyarakat ingin 

melapor adanya dugaan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran dalam UUJN. 

Masyarakat dapat melaporkan laporan tersebut kepada Majelis Pengawas 

Daerah dikarenakan tugas Majelis Pengawas Daerah menerima laporan tesebut, 

dan dalam huruf h Majelis Pengawas Daerah akan membuat dan 

menyampaikan laporan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk 

ditinjau lebih lanjut.16 

Apabila laporan telah sampai di Majelis Pengawas Wilayah, sebagaimana 

yang telah dijelaskan pada Pasal 73 ayat (1) bahwa Majelis Pengawas Wilayah 

memiliki tugas untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan 

mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui 

Majelis Pengawas Wilayah. dan dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan 

maupun tertulis. Majelis Pengawas Wilayah juga memiliki wewenang untuk 

mengusulkan ke Majelis Pengawas Pusat tentang penjatuhan sanksi terhadap 

 
15Dera Reswara Santiaji, Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya 

Penegakan Kode Etik. Aktualita, Vol. 3 No. 1, 2020 Hlm. 365 
16UU Jabatan Notaris, Op. cit,. Pasal 70. 
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Notaris yang bersangkutan, sanksi tersebut berupa pemberhentian sementara 

dan pemberhentian dengan tidak hormat.17 

Sebagaimana jika ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas putusan 

yang telah ditetapkan dan ingin mengajukan banding atas putusan yang telah 

ditetapkan tersebut, Majelis Pengawas Wilayah akan menyampaikan pengajuan 

banding tersebut kepada Majelis Pengawas Pusat untuk ditindak lanjuti. 

Menurut Pasal 77 UUJN yang menyatakan bahwa “Majelis Pengawas Pusat 

berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil 

keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan 

cuti dan dapat menatuhkan saksi pemberhentian sementara dan mengusulkan 

pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada 

Menteri.”18 

Apabila ada Notaris yang melanggar Kode Etik yaitu tidak membacakan 

akta dan penandatanganan akta tidak dilakukan di Kantor Notaris seperti pada 

contoh kasus didalam Putusan No.115/G/2017/Ptun-Jkt yang dimana Majelis 

Pengawas telah melakukan kewenangannya. Kewenangannya yang dimulai 

dari Majelis Pengawas Daerah selanjutnya ke Majelis Pengawas Wilayah. Dan 

jika adanya pengajuan keberatan yang diajukan oleh pelapor maka akan 

ditindak lanjuti oleh Majelis Pengawas Pusat. Disini kewenangan Majelis 

Pengawas Pusat akan menindak lanjuti lebih lanjut terkait penyimpangan Kode 

Etik yang dilaksanakan oleh Notaris.  

 
17UU Jabatan Notaris, Op. cit,. Pasal 73 Ayat (1) 
18 UU Jabatan Notaris, Op. cit,. Pasal 77. 
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Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas 

maka Penulis tertarik untuk membahas serta mengangkat masalah tersebut 

menjadi sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Hukum terhadap 

Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris Dalam Pengaduan 

Pelanggaran Kode Etik Notaris”. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari penelitian 

yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis 

memilih rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris terkait pengaduan 

pelanggaran Kode Etik Notaris?   

2. Bagaimana Pengawasan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris terhadap 

Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Dengan uraian rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, penelitian 

ini bertujuan: 

1. Untuk menelaah Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris terkait 

pengaduan pelanggaran Kode Etik Notaris. 

2. Untuk menelaah Pengawasan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris 

terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik. 
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D. Ruang Lingkup 

Agar penelitian ini dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya 

dengan pembahasan permasalahan, maka penulis membatasi masalah yang 

diteliti. Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang telah 

dirumuskan, dibatasi bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Majelis 

Pengawas Notaris terhadap Notaris yang ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2014 

Tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan 

Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam pengaduan pelanggaran 

Kode Etik Notaris. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah :  

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis skripsi ini akan memberikan masukan dan informasi didalam 

keterkaitan bidang ilmu hukum, lebih tepatnya dalam Ilmu Kenotariatan 

yang sangat berkaitan dengan kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis skripsi ini dapat bermanfaat bagi: 

a) Manfaat Untuk Masyarakat 

Hasil dari skripsi ini akan dapat memperbanyak pemahaman serta 

informasi untuk masyarakat yang luas pada umumnya mengenai 

Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam pengaduan 

pelanggaran Kode Etik Notaris. Diharapkan bahwa skripsi ini dapat 
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memberikan solusi-solusi untuk masalah yang muncul terkait 

pelanggaran Kode Etik. sebagai pihak-pihak yang berpekara. 

b) Manfaat Untuk Notaris 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk profesi 

Notaris sebagai pejabat umum. Manfaat yang dapat diterima oleh Profesi 

Notaris berupa informasi-informasi yang dapat mengantisipasi terhadap 

masalah yang akan timbul dikemudian hari. 

c) Manfaat Untuk Instansi terkait  

Hasil dari penelitian ini diharapkan bahwa Instansi yang berhubungan 

baik dari aparat penegak hukum yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis 

Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Kehormatan 

Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia untuk bertindak lebih profesional di 

bidangnya masing-masing.     

 

F. Kerangka Teori 

 Bagi suatu penelitian, teori dan kerangka teori mempunyai fungsi yang 

paling sedikit mencakup hal-hal berikut : 19 

1. Teori akan memiliki fungsi untuk mempertajam fakta.  

2. Teori akan sangat berfungsi dalam mengklasifikasikan fakta.  

3. Teori adalah ikhtiar dari hal-hal yang diuji kebenarannya. 

 Teori merupakan suatu yang menerangkan atau menjelaskan kenapa 

fenomena spesifikasi atau proses yang mungkin akan terjadi, teori harus diuji 

 
19Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta,1986, 

Hlm. 122 
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dengan cara menempatkannya terhadap kenyataan-kenyataan yang mungkin 

terbukti tidak benar.20 

 Kerangka teori merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian. Sebuah kerangka teori memiliki tujuan untuk menyediakan cara 

untuk mengatur serta menginterpretasikan hasil penelitian dan 

menghubungkannya dengan hasil penelitiannya yang sebelumnya.21  

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah di rumuskan diatas, penulis 

menggunakan Teori Kewenangan dan Teori Pengawasan, menganalisa 

mengenai Kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris dalam 

pengawasan yang dilakukannya. Dalam mengkaji permasalahan ini penulis 

menggunakan beberapa teori yang menyangkut mengenai masalah yang akan 

diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini 

diantaranya: 

1. Teori Kewenangan  

Kewenangan awalnya berasal dari kata dasar “wewenang” yang 

dimaknai sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. 

Kewenangan dapat diartikan bahwa kekuasaan yang formal, kekuasaan 

yang ditetapkan oleh undang-undang atau oleh eksekutif administratif.22 

Bagir Manan berpendapat bahwa suatu wewenang didalam bahasa 

 
20JJJ Wuisman, Penelitian Ilmu Sosial Jilid I, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996, Hlm. 

203 
21Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Bhineka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 19 
22Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan 

Bertanggung Jawab,  Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan,  Bandung, 2016, 

Hlm.22 
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hukum tidak akan sama dengan kekuasaan (match). Kekuasaan hanya 

menjelaskan suatu hak dalam melakukan atau tidak melakukan.23 

Asas legalitas sangat melekat dengan Teori Kewenangan, 

berdasarkan asas ini dikemukakan bahwa kewenangan pemerintahan 

bersumber dari ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku.24 

Kekuasaan dan kewenangan masih memiliki unsur-unsur yang meliputi 

adanya kekuasaan formal menurut ketentuan undang-undang. 

Kekuasaan yang ditetapkan oleh undang-undang mengacu pada 

kekuasaan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan yang 

berlaku untuk memiliki efek hukum.25 

Suatu wewenang yang sah juga salah satu dasar bahwa setiap 

perbuatan harus berlandaskan hal tersebut, Hal ini merupakan bagian 

dari Teori Kewenangan. Tanpa otoritas hukum, pejabat atau pemerintah 

tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan apa pun. Kewenangan 

yang sah adalah karakteristik dari setiap pejabat serta lembaga atau bagi 

setiap badan mana pun. Sama halnya terkait dari permasalahan yang 

penulis angkat, penulis ingin menelaah seberapa jauh Kewenangan 

Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam pengaduan pelanggaran Kode 

Etik yang akan dilakukan Notaris. Hal ini ditinjau dari Peraturan 

Undang-Undang yang berlaku yang agar setiap perbuatan yang 

 
23Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, Hlm. 

78 
24Yuliandri, Asas Asas Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Yang Baik, Gagasan 

Pembentukan Undang Undang Berkelanjutan, cetakan II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,  

2010, Hlm. 249 
25H. Salim H.S, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan 

Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm 185 
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dilakukan Majelis Pengawas Notaris bertumpu kepada kewenangan 

yang sah. 

2. Teori Pengawasan 

Istilah pengawasan dapat diartikan dengan control. Dalam Kamus 

UmumBahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, 

pemeriksaan. Jadi kalau kata mengkontrol berarti mengawasi, 

memeriksa.26 

Sujamto dalam Bahasa Indonesia mengatakan bahwa fungsi 

controlling memiliki pandangan yaitu pengawasan dan pengendalian. 

Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto diberi definisi 

sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan 

yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah 

sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu 

pengertiannya lebih force full dibandingkan pengawasan, yaitu segala 

usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar 

pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya. Oleh 

karena itu, dengan adanya Majelis Pengawas Notaris selaku pengawas 

Notaris, yang mana akan melakukan segala usaha dan kegiatan untuk 

mengamati Notaris agar tidak menjalankan kegiatan atau tugasnya 

sesuai dengan semestinya.  

 

Terkait dari permasalahan yang penulis angkat akan menggunakan 

Teori Kewenangan dan Teori Pengawasan, penulis akan menganalisa 

 
26W.J.S Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1984, Hlm. 521 
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Kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Pusat Notaris 

menggunakan Teori Kewenangan dengan dibatasi oleh UU No. 2 tahun 

2014 tentang  Perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris dan dengan dapat mengetahui dengan menggunakan  Teori 

Pengawasan, pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh Majelis 

Pengawas Notaris dalam kewenangannya sesuai dengan peraturan-

peraturan yang berlaku. Agar Kewenangan Majelis Pengawas Pusat 

Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang mengenai tentang segala 

perbuatannya tersebut tetap tunduk pada UU Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

 

G. Metode Penelitian  

 Metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian 

hukum seumpama suatu proses yang dapat menemukan aturan hukum, asas-

asas hukum serta doktrin-doktrin hukum yang berfungsi untuk menjawab isu-

isu hukum yang akan dihadapi.27 

 Metode penelitian dalam sebuah penelitian ilmiah merupakan faktor yang 

sangant penting. Suatu dapat dipercaya jika menggunakan metode yang benar 

dan tepat. Sehingga akan lebih mudah untuk mencapai penyelesaian masalah 

yang spesifik sesuai dengan tujuan penelitian. Dilihat dari latar belakang dan 

rumusan masalah, jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

hukum normatif adalah deskriptif, yaitu menjelaskan kewenangan Majelis 

Pengawas Pusat Notaris dalam pengaduan pelanggaran Kode Etik. 

 
27 R.Soepomo, Hukum Acara Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hlm 13. 
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 Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup yang akan dibahas, maka 

metode penelitian yang dipilih penulis yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

Didalam Skripsi ini menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif atau 

penelitian hukum normatif untuk membantu menjawab permasalahan yang 

timbul dalam skripsi ini. Penelitian normatif adalah penyelidikan ilmiah 

terhadap suatu kebenaran berdasarkan logika ilmiah yang dikaji dari sisi 

normatif. Penelitian adalah suatu kegiatan yang ilmiah, hal ini berdasarkan 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, serta memiliki tujuan agar 

dapat mempelajari dan menelaah satu atau lebih fenomena hukum tertentu. 

Selain itu, penelitian yang mendalam juga dilakukan terhadap fakta-fakta 

hukum guna selanjutnya dicarikan solusi atas permasalahan yang muncul 

dengan fenomena yang bersangkutan.28 

Dalam hubungan dari penelitian hukum normatif ini, didalam Skripsi ini 

akan menggunakan pendekataan Undang-Undang. Pendekatan Undang-

Undang ini dilaksanakan denga cara mengidentifikasi Undanf-Undang yang 

berlaku di Indonesia dan regulasi-regulasi yang memiliki hubungan dengan 

isu hukum yang akan dijelaskan didalam skripsi ini. 

 

 

 
28Bernard Arief Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Refika 

Aditama, Bandung, 2006, hlm 43. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan masalah yang digunakan didalam Skripsi ini adalah sebagai 

berikut.  

a. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) 

Pendekatan Perundang-Undangan yang akan dilakukan didalam 

Skripsi ini akan dengan mengidentifikasi semua Undang-Undang dan 

regulasi-regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang 

akan dijelaskan.29 Yang mana dalam Skripsi ini akan menelaah UU 

No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris. Serta pendekatan doktrin atau konsep 

yaitu pendekatan dengan mempelajari dan memahami pendapat para 

ahli hukum dalam karya-karya ilmiah misalanya buku literatur, jurnal 

hukum, makalah-makalah hukum dalam seminar serta lewat internet. 

b. Pendekatan Kasus (case approach) 

Dalam  membahas dan memecahkan masalah-masalah dalam 

penelitian ini penulis menggunakan jenis metode pendekatan kasus 

(case approach) dengan tipe studi normatif yudisial.30 Metode 

pendekatan kasus ini dikerjaan dengan menelaah suatu kasus yang 

berkaitan langsung dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi 

putusan pengadilan yang tetap.31 Pendekatan kasus dalam penelitian 

 
29Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi. 1, Cetakan. 6, Kencana, Jakarta, 2010, 

Hlm. 35. 
30 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, Hlm. 149. 
31Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi. 1, Cetakan. 6, Kencana, Jakarta, 2010, 

Hlm. 35. 
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normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah 

hukum dalam praktek hukum. 

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian 

Berdasarkan sifat penelitian yang digunakan didalam skripsi ini, Data 

yang akan digunakan didalam penelitian ini akan didapatkan dengan 

mengumpulkan bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder serta bahan hukum tersier, sebagai penunjang didalam 

membuat skripsi ini, yang terdiri dari : 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum ysng memiliki otoritas, dan 

yang sangat mengikat sebagai landasan utama yang dipakai : 

1) Kitab Undang-Undangan Hukum Perdata. 

2) UU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 

2014. 

3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta 

Anggaran Majelis Pengawas Notaris, yang diundangkan pada 

tanggal 17 Maret 2021. 

4) Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia  

b. Bahan hukum sekunder, Bahan hukum yang merupakan bahan hukum 

yang sangat berhubungan kuat dengan bahan hukum primer. Bahan 

hukum sekunder ini sebagai penunjang yang dapat menambah dan 
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membantu untuk menelaah dan memahami bahan hukum primer. Hal ini 

seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil-hasil penelitian yang sebelumnya 

yang perna dilakukan, serta karya-karya ilmiah yang menjelaskan dan 

membahas tentang Majelis Pengawas Notaris dan juga Notaris. 

c. Bahan hukum tersier, yang merupakan bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan dan suatu petunjuk-petunjuk yang terdapat 

didalam bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa seperti kamus 

umum serta hukum, surat kabar, majalah-mjalah yang menjelaskan 

tentang Majelis Pengawas Notaris serta Notaris.  

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penelitian didalam skripsi ini, Teknik pengumpulan bahan 

hukum memakai studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik ini 

merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca, meneliti, 

mengkaji dan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, 

dokumen dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. 

 

5. Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang dikumpulkan dan diolah akan dibahas dengan 

menggunakan pendekatan normatif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan 

dan membahas bahan hukum yang diperoleh dan diproses sesuai dengan 

norma hukum, doktrin dan teori hukum yang berlaku. 
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam tulisan ini adalah 

deduktif, yaitu menarik kesimpulan tentang data tertentu dari suatu 

pembahasan umum ke data yang bersifat lebih khusus. Jika materi yang 

dipelajari bersifat faktual sehingga dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh penulis. Setelah diperoleh, akan dianalisis dan ditarik.32 

Dalam arti lain yaitu proses berfikir yang bertolak dari proposisi umum 

yang faktanya telah diketahui dan akan berakhir pada suatu kesimpulan 

yang bersifat khusus. Dalam hal ini bersifat umum adalah peraturan 

perundang-undangan selanjutnya dianalisis khusus berkaitan dengan 

Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam pengaduan 

pelanggaran Kode Etik Notaris yang ditinjau dari UU No.2 Tahun 2014 

Tentang Perubahan UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.  

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling 

berkaitan dan berhubungan secara sistematis, Sistematis tersebut dijabarkan 

sebagai berikut:  

BAB I :   PENDAHULUAN 

Pada bab I akan berisi latar belakang dari sebuah permasalahan yang 

menjadi topik inti dari penulisan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

 
32Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi. 1, Cetakan. 6, Kencana, Jakarta, 2010, 

Hlm. 202. 
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teori, metode penelitian, sumber bahan hukum penelitian, teknik 

pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, teknik penarikan 

kesimpulan serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab II akan berisi tinjauan pustaka terkait Notaris, Majelis 

Pengawas Notaris serta Kode Etik Notaris. 

BAB III :PEMBAHASAN  

Pada bab III akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan di lapangan terkait perumusan masalah mengenai 

Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam pengaduan 

pelanggaran Kode Etik Notaris serta bentuk pengawasan dari Majelis 

Pengawas Pusat yang dilakukannya. 

BAB IV : PENUTUP  

Pada bab IV akan dilakukan penarikan kesimpulan dari penulisan 

serta saran yang akan diperoleh.  
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